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(SUATU PEMIKIRAN)

1998, According to the MPR Determination N 0 Referendum. in
in all respects, the

1. PENDAHULUAN

Isu hak asasi manusia (disingkat HAM) telah merupakan isu global. Ini
telah makin membuka mata bangsa atau seluruh rak

yat Indonesia mengenai
pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Bangsa Indonesia makin sadar, bahwa HAM merupakan bagian
hakiki dari kehidupannya. Kesadaran ini telah mendorong berkembangnya
pemikiran berbagai kalangan masyarakat tentang perlunya upaya hukum
yang dapat menjamin keberadaannya,

Fenomena di atas, telah ditangkap oleh pemerintah (negara), sehingga
masalah HAM menjadi bagian dari agenda pembicaraan penting.
Pemerintah telah makin peduli dan memposisikan HAM sebagai persoalan
kemanusiaan yang harus dihormati dan dilindungi keberadaannya. Ini
terbukti telah dibentuknya suatu lembaga yang diberi wewenang khusus
menangani masalah HAM, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(disingkat Komnas HAM).

Menjelang Sidang Umum MPR 1988, harapan perlindungan hukum
mengenai HAM makin merebak, Ini menunjukan bahwa isu perlindungan
hukum atas HAM benar-benar merupakan aspirasi seluruh rakyat Indonesia,

" Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, lulus sarjana hukum dari

Universitas Tarumanagara tahun 1991 dan magister hukum dari Universitas Indonesia
tahun 1997
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at hal itu, pihak pemerintah melalui

ang harus dijawab oleh MPR. Mclib
yang hanis EJoven gkat Wanhankamnas) telah

Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (disin )
membantu mempersiapkan materi Rancangan Kctcfapan MPR. Mengenai
materi HAM, Wanhankamnas telah berupayd menyiapkan satu Rancangan
Ketctapan MPR tentang HAM. Ini beratti Wanhankarpr;as tf:]ah berusaha
agar HAM diatur dalam satu ketetapan MPR tersendir], yaitu Ketetapan
MPR tentang HAM.'

Usulan Wanhankamnas di atas telah disampaikan kepada MPR. Pada
prinsipnya semua fraksi MPR menerima baik usulan materi HAM urm}k
ditetapkan MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1998. Namun yang masih
menjadi perdebatan adalah bentuk hukum yang mengatur materl HAM
terschut.  Apakah hal itu harus ditetapkan dalam satu ketetapaq MPR
tersendiri, atau menjadi bagian dari ketetapan MPR tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara (disingkat GBHN)?

Melihat kondisi seperti di atas, penulis mencoba mengkaji pengaturan
HAM dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. Dalam hal ini
penulis melihat kedudukan materi HAM dalam kerangka hukum tata negara
dan kewenangan hukum pengaturaniya. Dari sini, penulis mencoba

mengemukakan gagasan pemikiran sebagai solusi pengaturan HAM

tersebut.

IL. PERSOALAN HUKUM HAM
Sudah makin disadari bahwa HAM merupakan hek dasar yang dimiliki

manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.? HAM mempuny: sifat
universal, Artinya, HAM setiap orang di mana saja ia berada, adalah sama.
HAM menempatkan keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai mahiuk
Tuhan yang paling sempurna.

Wanhankamnas melihat HAM selain sebagai anugerah Tuhan, bersifat
universal, juga melekat secara kodrati.’ Karena itu, HAM mutlak dimiliki
manusia dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia serta bersifat suci.* Ini
berarti HAM harus ditempatkan pada posisi yang fundamental dalam
berbagai aspek kehidupan manusia.

! Anonim, “Melongok Rantap MPR tentang HAM Versi Wanhankamnas,” Kompas, 15
Oktober 1992,

2 fbid.

3 o s
Vv"anhankamnas, Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia, Sudut Pandang Bangsa Indone-

) sia, Jakarta; Wanhankamnas, 1993, him, 8, .
Lihat The Decalation des Droits de I'homme et du Citoyen, Perancis, 1789, Con/. Panitia
?SJI;?HOC IV BP MPRS, “Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia,” Jakarta: 20 Januari
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Mcsxipin telah terjadi ey peristive menyzngrut HAM, “hampir”
_ | Wahwa Indonesia mengakui adanys
dar mr;lsnfhm:{j HAM, Yeyabinan in; herdasarkan rujukzn y;nz 2z pa;ja
fPembisk aan ',n.rl:m;/,--um!mj;{ Dasar 1945, misalnya, padaJkata-kata:
emerdekan  ada)sh ‘h‘"/- eyl hanysa, Y.cAuhanan, penkemanusiaan
ri*r.m::rm:.-.m:.m Yty sl an bf:r::dah); }cr;r;;k‘/atan, d4n yeadilan £051al.
selain i, dalam Batang Tubuh (0D V945 juga telah diatur mengenai
Vesanaan hak dalam bk dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat (])]; hak
mendapat- pekerjaan dan penghidupan yany layak [Pasal 27 Ayat (2)];
l’-"-'“"»“ll"vl’-“‘”‘ herserilat, herkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan
dan tulisan (Pasal 24); hal memeluy, AAma. alau kepercayaan kepada Tuhan
Vany, Maha  Fga  dan menjalankan  ihadah menurut  ggama dan
Lepercayannnya it [Pasal 29 Ayat (2)1; hak membela ncgara [Pasal 30 Ayat
(] hake mendapat pengajaran [Pasal 31 Ayat (1)]; hak menyangkut
kehudayaan (Pagal 32); hak menyangkut perckonomian (Pasal 33); dan hak
ki miskin dan anak telantar (Pagal 34). Pasal-pasal inilah yang dianggap
nehagal Tandanan hukum dagsar darg adanya dan perlindungan HAM, yang
penpaturannya lehib lanjut diserahkan kepada undang-undang.

Jka dikaji lebih Janjut, penulis melihat hal itu malah menimbulkan
persoalan hukum, Bukankah pernyataan-pernyataan dalam Pembukan UUD
1945 (hakikatnya Pancagila) hanya mempunyai kekuatan ideologis, cita
hukum, asas hukum, dan norma dasar (fundamentalnorm) negara, karena hal
it adalah bukan hukum? Hans Nawiasky mengatakan norma dasar negara
(staatsfiundamentalnorm) merupakan dasar adanya aturan dasar negara
(staatsgrundgesetz),  Aturan dasar negara di Indonesia adalah UUD 1945
dan konvensi serta ketetapan MPR. UUD 1945 dan konvensi merupakan
hukum dagar negara tertulis dan tidak tertulis, atau disebut sebagai hukum
lertinggi di Indonesia, Jadi mulai UUD 1945-1ah yang disebut hukum di

—

selurih hi:nifj'.is lu‘!’;ﬂ‘:tiﬁ rf)f:n;{z!zkz;-j,

" Bumbung Sudono, “HAM, Tap MPR, dan GBHN,” Kompas, 15 Oktober 1997.
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Indonesta, sedangkan Pancasila adalah bukan hukum. Dengan demikian
Pancasila tidak dapat dipakai scbagai peraturan hukum tentang HAM

Indongsia, |
Solain itu, bukankah pasal-pasal JdajJam Batang Tubuh UUD 1945 tidak
hak asasi manusia, melainkan

menycbutkan  sccara cksplisit sebagal ]
penduduk? Lebih dart itu,

dikatakan hak warga negara dan kemerdekaan
dalam pasal-pasal tertentu, misalnya Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 tidak
menycbutkan apakah it merupakan hak, kemerdekaan, atau hak asasl

nianusia atau warga negara?
Dari aspck bahasa, “hak

diizinkan atau dibolehkan atau

warga negara (Indonesta). “Kemer

warga negara (Indonesia)” berarti hak yang
diberikan oleh negara (Indonesia) kepada
dekaan penduduk (Indonesia)” berarti

kemerdekan yang diizinkan atau dibolehkan atau diberikan oleh negara
kepada penduduk negara (Indonesia). Ini berarti tidak tersimpul adanya hak
manusia, apalagi hak asasi manusia, sehingga secara yuridis normatif
terdapat kelemahan pengaturan HAM. Dari sini, ada beberapa persoalan
pahasa (terminologi) yang perlu mendapat penjelasan, yaitu: hak, hak asasi,
hak warga negara, hak manusia, hak asasi warga negara, dan hak asasi

manusia.
Sebagian pendapat menyat
1945 secara tersirat telah mengat

pengaturan secara tersirat mempunyai

akan apa yang diatur dalam pasal-pasal UUD
ur HAMS  Persoalannya, apakah
kekuatan hukum mengikat? Masalah
“torsirat” berarti masalah interpretasi atau penafsiran. Interpretasi hukum
akan mempunyai kekuatan mengikat apabila interpretasi itu dilakukan oleh
lembaga yang berwenang, yang dikenal dengan interpretasi autentik.
Apabila interpretasi dilakukan oleh bukan lembaga yang berwenang, maka

kekuatan mengikatnya bersifat kontekstual atau kondisional. Siapa yang

mempunyai argumentasi kuat, maka interpretasinya diberlakukan sebagal

ketentuan yang mengikat. Interpretasi yang terakhir ini (bukan autentik)
relatif berbahaya, apalagi dipengaruhi kepentingan politik, sosial, dan
gkonomi. Jika ini terjadi, maka interpretasi pihak yang berpengaruh Kuat
itulah yang mengikat, meskipun dalam realita bertentangan dengan atau
mengenyampingkan kepentingan keadilan.

Tujuan hukum antara lain untuk keadilan dan kepastian hukum.
Adanya interpretasi yang berbeda-beda dapat menimbulkan ketidakpastian
dan lketidakadilan hukum. Pengaturan HAM yang bersifat tersirat, dapat
menimbulkan bermacam-macam interpretasi hukum tentang HAM,

& 11}
?;;?Dur' Menolak Tap MPR tentang HAM, Langkah Mundur,” Kompas, 5 Oktober
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lembaga negara (pejabat yang
yang diperintah oleh pengu
Soemantri mengatakan, hah

- Hak dimaksud adalah hak pihak
a5a negara. Karena ity secara tegas Sri

wa konstitusi antara lain berisi perlind
k-hak asasi manusia.® Dar tear A: et g
ha nusia.” Dari teor dj atas, HAM merupakan materi muatan

utama konstitusi (UUD) yang artin \ el
’ artinya setiap k
memuat pengaturan HAM di dalamnys, P konstitusi (UUD) harus

Jika tf:qri konstitusi di atag dihubungkan dengan UUD 1945. maka
secara yuridis normatif, oran '

g dapat mempersoalkan keberadaan pengaturan
HAM dalam UUD 1945, Orang dapat menyangkal adanya pengaturan

kemerdekaan ini hanya menempatkan manusia Indonesia  dalam
hubungannya dengan negara, dan tidak menempatkan manusia Indonesia
sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Karena itu, hak dan kemerdekaan ini ada
apabila diberikan oleh negara. Selain itu, apakah hak dan kemerdekan ini
bersifat asasi atau tidak, tidak dapat dijawab “ya” secara hukum.

Dari hal-hal di atas, tidak heran jika makin banyak pihak yang
menghendaki konkretisasi pengaturan HAM, dalam arti tidak hanya tersirat
melainkan harus tersurat dalam bentuk peraturan tertentu yang berlaku
mengikat di Indonesia. Menurut hemat penulis, kehendak ini merupakan
sesuatu yang realistis dan rasional karena pada saat ini manusia Indonesia
tidak lagi hanya melihat dirinya sebagai penduduk dan warga negara,
melainkan juga sudah melihat dan ingin menempatkan dirinya sebagai
manusia hakiki secara kodrati. Karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, rakyat Indonesia tidak semata harus diperlakukan
sebagai penduduk dan warga negara yang harus taat dan patuh pada negara,
tetapi juga ingin diperlakukan sebagai manusia yang harus dihormati dan
dilindungi hak dan hak asasinya,

"C.F, Strong, Modern Political Constitution, London: Sidgwick & Jackson, 1973, hlm. 45.
* Ihid.

® Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1986, him.
51.

35



rp4 HUKUM ‘ AN

Iika disadan, kened {2k d1 atas adalzh signifikan dengan hasil A
L ncunan bangsa Indonesia. Pada saal ini bangsa Indonesia tidak
T e ,'-_._:',_-;7;-,-_-::-:"-:;2:: diri dari bangsa lain, dan tidak terfokus lagi
ﬂ#_,_A ~xan dan memperizhankan hidup. Kondisi kehidupan sudah
v- membaik, akibat keberhasilan pembangunan di segala bidang dan
;':_T_.'-‘-.-*: dengzn stzbilitas yang kuat. Karena itu, bangsa Indonesia makin
L kie dan heruszhz meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam kondisi
.;';-'Z,? vang mzkin mzkmur, OTang makin banyak menuntut peningkatan
’:; -'-,;: idun.  Akibatnyz, pemenuhan kebutuhan kedamaian.
'.';g___'_:‘_,.f._a.___ ur.. kebzhagizan, kesejehteraan lahir dan batin makin tinggi pula.
bl ini jelas menyangkut emenuhan kebutuhan pengakuan dan

g I 2szsi menusia secara hukum.

merlindungzn hzk dan nax gsasi o
I h hukum zpa yang pantes, dalam ari
tu 9  Persozlan ini jelas menyangkut hirarki
ersturan vang berlaku di Indonesia. Pada saat ini berdasarkan Ketetapan
Y X/ MPRS/1966 tentang VMemorandum Dewan Perwakilan

Royong kepada Pemerintzh Mengenai Sumber Tertib
[ *mutzn Peraturan Perundangan Negara Republik Indonesia,

Hukum dzn Tatz Uru
e dimaksud zdalah mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR,

ingga peraturan pelaksana lain di bawahnya.

[1I. KETETAPAN MPR TENTANG HAM

Alhir-zkhir ini telzh muncul beberapa pendapat mengenai di mana
HAM perlu diatur. Oetojo Oesman mengatakan bahwa HAM sudah banyak
dituzngkzn dalam sistem peradilan dan perundang-udangan di Indonesia,
bzik implisit maupun eksplisit.® Dari sini secara implisit beliau
mengznggep tidak perlu lagi pengaturan HAM dalam satu bentuk hukum
tertentu karenz selama ini HAM telah cukup diatur, meskipun di dalam
berpagai bentuk peraturan dan sistem peradilan. Pendapat ini tampaknya
masin  belum menyelesaikan masalah hukum HAM, bahkan telah
menimbulkzan banyak keraguan, sehingga muncul aspirasi perlunya
pengaturzn HAM secara konkret.

Pendzpat lzin, misalnya datang dari Abdul Gafur, yang menyatakan
tidak perlu ada Tap MPR tentang HAM karena substansinya sudah
tervandung di dalam UUD 1945."  Karena itu yang lebih penting adalah

" Anonim, "Komnas HAM Minta MPR Buat Tap Khusus Soal HAM,"

Kompas, 9 Oktober 1997,
" Gus Dur, Op.Cit.
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37




ERA HUKUM NO. 14/1h 1ViOktoher 1997

terscbut, yang menghendaki HAM ditetapkan dalam satu ketetapan MPR. '
Pengaturan demikian mendapat sambutan dari beberapa pihak, misainya
Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM), Wanhankamnas, FKP MPR,
FPP MPR, Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia
(AAD). Tkatan Penaschat Hukum Indonesia (IPHI), Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan orang perorangan lainnya agar
pengaturan HAM dituangkan ke dalam suatu ketetapan MPR,

Penempatam HAM dalam suatu ketetapan MPR akan menguntungkan
diplomasi Indonesia,’” dan akan membuat citra baik Indonesia di mata
Internasional.’ Dengan demikian, ketetapan tersebut akan mempunyai
dampak konstitutif sebagai dasar hukum positif yang kuat,” terpadu dan
mandiri, meskipun masih memerlukan upaya tambahan, yakni pembentukan
peraturan perundang-undangan untuk mengoperasionalkannya ®

Pengaturan HAM dengan Keppres tentang Komnas HAM tidak cukup,
karena perlindungan hukum oleh Kommnas HAM hanya mempunyai
kekuatan rekomendatif. Secara politik hal itu memang mempunyai pengaruh
kuat, namun secara yuridis penegakan HAM harus berdasarkan hukum yang
benar menurut Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, yakni dengan ketetapan
MPR.?' Karena itu ketetapan MPR sebagai hukum positif di bawah UUD
memperkuat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, sehingga secara
konstitutif dapat dipakal sebagai perlindungan hukum HAM, meskipun
secara operasional perlu UU yang melaksanakannya.”

Komnas HAM melihat persoalan di atas lebih realistis. Ini sebagaimana
dikemukakan oleh Ketua Sub-Komisi Pengkajian Instramen HAM, Sri
Soemantri, bahwa agar masalah HAM diatur dalam satu Tap MPR khusus.
Jika tidak memungkinkan, mengingat waktu sidang yang sempit, kiranya
dapat dicantumkan dalam suatu ketetapan bersama dengan GBHN.”
Meskipun demikian, prinsip dasar yang diinginkan oleh Komnas HAM
adalah HAM diatur dalam ketetapan MPR tersendiri.

Secara yuridis formal, penulis melihat apakah HAM harus diatur dalam
Ketetapan MPR tentang HAM atau dalam Ketetapan MPR tentang GBHN
mempuyai kekuatan hukum yang sama. Hal itu karena keduanya berbentuk

¢ Anonim, “Melongok...,"Op.Cit.,”

7 fbid.

'* Bambang Sadono, Op.Cit.

¥ Anonim, “Pengaturan HAM di GBHN Tak Berdampak Konstitutif," Kompas, 22
Oktober 1997,

% Bambang Sadono, Op. Cit.

? 1bid.

2 Gus Dur, Op.Cit.

3 Anonim, “Komnas HAM...,” Op.Cit.
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0 erbedaan. Perbcdaannya adalah, , antara keduanya juga terdapat
1. Sumber hukum konstitys;

Kan sumber hukum konstitusi
Ketetapan MPR tentang HAM masih belum jelas, karena tidak ada satu
pasal pun dalam UUD 19 yang menyebut HAM
2. Berdasarkan hal di atag i

»» bukan di dalam Ketetapan MPR tentang HAM, karena
ketetapan MPR b i ih lanj

tap: : ersifat penjabaran
(perincian) atau penafsiran is; (ketentuan) UUD 1945.% Ini berarti materi
HAM dapat berada dalam ruang lingkup UUD 1945 atau di luar ruang

lingkup UUD 1945, sedangkan materi GBHN hanya berada dalam ruang
lingkup UUD 1945, Sesuai - dengan - komitmen MPR akan
mempertahankan dan tidak akan mengubah UUD 1945, maka

pengaturan materi HAM di luar pasal-pasal UUD 1945 melalui UUD

Perubahan tidak mungkin dilakukan oleh MPR. Dengan demikian

materi HAM yang akan diatur MPR adalah materi HAM dalam ruang
lingkup UUD 1945, _ _
GBHN ditinjau setiap lima tahun sekali, sesuai dengan dinamika yang
terjadi di dalam masyarakat (Penjelasan Umum UUD 1945). Ini berarti
Ketetapan MPR tentang GBHN mempunyai kekuatan mengikat selama
lima tahun. Setelah lima tahun, ketetapan MPR tersebut dengan.
sendirinya tidak mempunyai kekuatan mengikat lagl. Berbeda dengap
itu, ketetapan MPR lain (selain tentang pengangkatan presiden da:.l wakil
presiden) mempunyai kekuatan mengikat tidak terbatas, yakni tetap
berlaku mengikat sepanjang belum dicabut atau diadakan yang baru
yang meniadakan ketetapan MPR yang lama, -
4. Ketetapan MPR tentang GBHN secara tegas dilaksanakan Ioleh presiden,
sedangkan ketetapan MPR lainnya pelaksanaannya dilakukan oleh

* Rasji, “Fungsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Pengaturan
Negara di Indonesia,” Tesis, Jakarta: Pascasarjana Ilmu Hukum UI, 1997, him. 223.
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' ' lain.” Ini berarti
baga-lembaga lain atau presiden dengan lembaga ,
e HAM diatur dalam Ketetapan MPR tentang GBHN, maka

dan perlindungan HAM bergantung kepada presiden
(pemerintah), yang mempunyai kecenderungan besar diatur lebih lanjut
dengan Keppres secara langsung. Padahal menurut Ketetapan MPRS
No. XX/MPRS/1966 ketetapan MPR yang mengatur bidang eksekutif
diatur lebih lanjut dengan Keppres dan yang mengatur bidang legislatif
diatur lebih lanjut dengan undang-undang, Menurut A. Hamid S.
Attamimi, HAM merupakan salah satu materi muatan UU,” yang harus
diatur dengan undang-undang. Namun menurut penulis, karena UUD
1045 tidak secara eksplisit mengatur HAM, maka untuk menghindart
salah tafsir oleh legislator, harus ditafsirkan terlebih dahulu oleh
lembaga pembentuk UUD (MPR) dengan ketetapan MPR, vyang
kemudian diatur lebih lanjut oleh undang-undang, ?7 bukan oleh Keppres
secara langsung.

5. Berdasarkan hal-hal di atas, maka tepatlah apabila pengaturan HAM
dituangkan ke dalam Ketetapan MPR tentang HAM, bukan ke dalam

Ketetapan MPR tentang GBHN. -

apabila \
implementast

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat yang berkompeten
menetapkan HAM adalah Ketetapan MPR tentang HAM. Ini akan bermakna
membatasi kekuasaan presiden, Khususnya yang menyangkut masalah
HAM? karena ketetapan MPR tidak menciptakan kewenangan presiden
untuk mengatur lebih lanjut HAM secara mandiri dalam Keppres, melainkan
menciptakan kewenangan presiden dengan persetuyjuan  DPR - melalui
pembentukkan UU. Sebaliknya, jika HAM diatur dalam Ketetapan MPR
tentang GBHN, maka ketetapan MPR tersebut telah menciptakan
kewenangan presiden untuk mengatur HAM - secara mandiri, tanpa
persetujuan DPR. - - -

Persoalan lebih lanjut adalah bagaimana materi HAM dalam Ketetapan
MPR tentang HAM tersebut? Bagaimana konsep, formulasi, dan

implementasinya di Indonesia? |

Persoalan di atas adalah wewenang sepenuhnya MPR sebagai pelaku
kedaulatan rakyat, Meskipun demikian, apabila konsisten dengan komitmen
Orde Baru, maka MPR harus memperhatikan rambu-rambu yuridis yang

¥ Ibid, hlm. 187.
% A Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,” Disertasi, Jakarta: U, 1990, hlm. 218.
% Rasji, Op.Cit. hlm. 224.
* Anonim, “Komnas HAM...," Op.Cit,
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1 KETETAPAN
MATELLS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
TENTANG HAK ASAST MANUSIA

m‘cn‘nl 1llu puﬂu kesempatan il penulis mencoba
e senat hal tersebut, seperti scbagai berikut:
i;lo:‘if:l;cﬁ;\ﬁ\;)::::g akan dltclapl::nn‘ d.alnml ketetapan MPR hendaknya
Artinya HAIL\ri b; *bfam?m HAM llldll\fldl'mllstls dengan HAM kolektif,
. oo SLhAgal manusia pribadi dan HAM sebagal manusia
bersam‘a (111153111)’5{ seb‘agm anggota keluarga, anggota masyarakat, atau
scb.agal baﬂgs?) diakui dan dijamin perlindungan hukumnya. Hal ini
Karena Pancasila (Pembukaan UUD 1945) dan Batang Tubuh UUD
1945 menganut konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatfm, keadilan sosial, dan negara berdasar atas hukum;
Perumusan normatif HAM dalany keletapan MPR harus disesuaikan
den‘gan UUD 1945, bahkan dengan Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
Artinya HAM yang dirumuskan tersebut hanya sebagai penegasan,
penjabaran, dan interpretasi HAM yang secara implisit (tersirat) sudah
diatur- di dalamnya. Dalam hal demikian, yang perlu mendapat
perhatian antara lain; peristilahan hak, hak asasi manusi, dan hak asasi
warga negara; klasifikasi dan macam-macam HAM dan hak asasi warga
negara; dan hubungan/keterkaitan antara keduanya, karena hal-hal itu
tidak ekplisit ditemukan dalam UUD 1945. Perumusan ini dapat
langsung dalam bentuk ketetapan MPR atau Piagam HAM sebagai satu
kesatuan dengau ketetapan MPR. Bentuk hukum yang disebut terakhir
tadi seperti konsep yang diajukan oleh Wanhankamnas;

Implementasi HAM tetap memperhatikan kepribadian atau ciri-ciri
bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan
kultur yang mungkin berbeda dengan kepribadian dan kultur bangsa
lain. Implementasi demikian juga dikehendaki oleh negara-negara
anggota nonblok di dalam deklarasinya yang terkenal dengan
“Deklarasi Jakarta 1992,” bahwa berlakunya HAM di masing-masing
negara dipengaruhi oleh kepribadian dan nilai-nilai luhur yang
dijunjung tinggi oleh bangsa yang bersangkutan.”® Hal ini disepakati
pula oleh Konferensi ASEAN Inter-Parliamentary Organization
(AIPO) 1993, bahwa HAM berkaitan dengan nilai luhur, kondisi sosial
ekonomi, dan kondisi politik negara masing-masing,*® Demikian pula
Konferensi PBB tahun 1994 di Wina yang menyatakan bahwa
penerapan HAM berkaitan dengan ciri masing-masing negara dengan
tetap menjamin stabilitas, persahabatan, dan perdamaian antarbangsa.”

* Anonim, “Melongok...," Op.Cit.
* Ibid.

3 Ibid.
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IV. PENUTUP

Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR tersendiri akan memperjelas
dan memperkuat landasan hukum pengaturan HAM di Indonesia,
Pengaturan demikian, selain akan tetap konsisten dengan tekad Orde Bary,
juga akan memperbaharui kondisi pelaksanaan dan memelihara kehidupan
manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, membatasi kekuasaan
pemerintah  dan  menciptakan kewenangan legislatif untuk membuat
peraturan pelaksananya sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian
rakyal atau manusia Indonesia akan memdapat perlindungan HAM
berdasarkan hukum yang demokratis.

Keberhasilan pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR tentang HAM
berpulang kepada permusyawaratan MPR dalam Sidang Umum MPR 1998,
Karcna itu penulis atau mungkin rakyat Indonesia pada umumninya berharap

semoga MPR bertindak arif dan bijaksana, objektif, dan aspiratif, sehingga
HAM mendapat perlindungan hukum yang optimal.
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